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SAMBUTAN

KEPALA BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH

Diakui atau tidak diakui, pemekaran daerah merupakan dampak
langsung penerapan Undang-undang Otonomi Daerah. Maraknya
pemekaran termasuk permintaan pemekaran daerah mulai dinilai
memprihatinkan karena ada pergeseran motivasi yang ternyata memantik
munculnya masalah lain dalam proses pemekaran daerah di Indonesia.

Pemekaran bukan hal baru dalam sejarah pemerlntahan Indonesia.
Jejaknya termaktub dalam sederet undang-undang. Namun gejala sosial
yang mengikuti pemekaran daerah masa kini, seperti pemaksaan kehendak
yang mencetuskan konflik horizontal pasti bukan baglan dari kebiasaan
masyarakat kita. Di sinilah pergeseran itu berlangsung.

Penerbitan buku ini lebih dimaksudkan sebagai pilihan dalam
mempertimbangkan pemekaran atau menata daerah pemekaran. Ada aspek
kebudayaan yang kerap diabaikan padahal aspek inilah yang selalu
menyelamatkan kehidupan masyarakat. Jika demikian bukan mustahil cita-
cita menjadi negara kesejahteraan umum dapat dicapai.

Semoga buku ini dapat menginspirasi sekaligus memberikan
gambaran tentang bagaimana pemanfataan aspek-aspek kultural dan nilai
yang dikandungnya dalam rencana pemekaran dan penataan daerah
pemekaran. Tidak dapat dipungkiri, aspek-aspek yang tumbuh dan
berkembang dari masyarakat kerap menjadi solusi dalam penyelesaian
masalah-masalah sosial dalam masyarakat itu se
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KATA PENGANTAR

nprhctifn No 22/1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan
cfrtl H tertumpu pada jumlah daerah yang dimekarkan
llTJ Pemekaran. Namun seringkali perhatian

menunjukkan gejolak sosial

HimoJot pemaksaan kehendak segelintir orang agar daerahnyadimekarkan atau dampak dari pemekaran daerah.

Kasus terbunuhnya Abdul Aziz Angkat. Ketua DPRD Sumatera Utara
oleh massa yang menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli atau penutupan
akses jalan oleh warga daerah pemekaran agar warga daerah induk tidak
melintas di Sulawesi Selatan merupakan dua contoh bagalmana pemekaran
aerah itu menimbulkan masalah akibat politisasi dan lemahnya soslalisasi
mengenai pemekaran

Kecenderungari pemekaran yang dipaksakan atau dimotivasi oleh
keinginan segelintir elite daerah telah mendorong pemerintah menetapkan
moratorium. Sayangnya, moratorium dan amandemen Undang-undang
Otonomi Daerah tidak dapat meredam 'keinginan' masyarakat untuk
membentuk daerah baru yang secara simbolik merepresentasikan diri
mereka sendiri.

Namun simbolisasi itu seringkali tidak mempertimbangkan aspek-
aspek kultural yang sesungguh telah menjadi identitas, perekat sosial,
wadah berhimpun untuk mencapai konsensus. Oleh karena itu, kami
berusaha menggambarkan dan menawarkan model pemanfaatan aspek-
aspek kultural dalam pemekaran atau penataan daerah pemekaran.
Gambaran dan pemanfaat aspek-aspek kultural diyakini dapat memecahkan
masalah-masalah yang mulai menggejala sebagai patologi sosial di masa
kini. Semoga bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 2012
Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

I. Latarbelakang

Sudah banyak daerah di Indonesia, terutama Kabupaten, mengalami
pemekaran sejak tahun 1999. Satu kabupaten dapat dipecah
(difragmentasi) menjadi dua, tiga atau bahkan empat kabupaten atau

kota yang baru. Contohnya Kabupaten Tapanull Utara, di Provinsi
Sumatera Utara. Kabupaten ini dipecah atau dimekarkan menjadi
Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan
Kabupaten Samosir. Begitu Juga terjadi pada Kabupaten Nias,

Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketiga
kabupaten 'induk* yang berada di wilayah Sumatera Utara, itu juga

melahirkan kabupaten-kabupaten atau kota-kota pemekaran yang

baru.

Peristiwa yang sama (fragmentasi kabupaten) terjadi juga

pada kabupaten-kabupaten lain di luar Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Jecquiline Vel (2007), dari telaahnya atas literatur yang ada

mengenai desentralisasi di Indonesia bahwa, " a// cases of

pemekaran discussed reveal the strong interests of local elites, who

act as Initiators of the secession process, head the lobbying

committees, and - If successful - occupy the offices of power In the

new provinces or districts". Tetapi dari hasil penelitiannya sendiri di

Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Vel mengatakan demikian:
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"The ones active in the campaign on Sumba were
actuaiiy a small group. Closer analysis suggests that
the older participants in the campaign were marginal
mernbers of the local elite! with sufficient status in
traditional terms to be accepted as a leader, but with
positions in government or the private sector that did
not satisfy them, or put them outside the decision-
making circuit. Leading people in the Central Sumba
movement include a village head, a reverend
suspended from his church office because of a long
history of larger and smaller conflicts, and several
retired civil servants. These are supported by a large
group of well-educated, unemployed youths, who do
not want to work in agriculture. These youths see
the new district as an opportunity to get the jobs they
hoped and studied for. In the short term the
campaigning itself provides them with lots of
excitement, which is otherwise hard to get in Sumba.
They are very vocal and could become more
powerful in their capacity to use violence and
enforce social exclusion for political opponents (Vel
2007:102-103).

Sslaras dangan fakta-fakta tersGbut di atas, maka masalah

yang dikaji dalam penelitian ini sebenarnya hampir serupa, yaitu

masalah budaya atau soslokultural tarkait pamekaran wilayah

admlnistrasi pamarlntahan {adminstrative fragmentation) di

Sumatara Utara. Pamakaran wilayah admlnistrasi pamarlntahan di

Sumatara Utara, sama saparti di wilayah provinsi se Indonasia

lainnya, banyak tarjadi satalah masa pamarlntahan Orde Baru

berlalu. Satalah masa Orda Baru barakhir proses pamakaran

wilayah barjalan amat lancar dan cukup basar frekwansinya.

Lancarnya proses pamekaran dan banyaknya kejadian pamakaran

tarsabut tidak lain karana Yintangan-rintangan' yang dipasang dan
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dijaga ketat selama masa otoritarian Orde Baru telah berkurang
kekuatannya.

Rintangan-rintangan yang diperhitungkan menghalangi

proses pemekaran daerah itu rupanya ikut terlindas ketika arus
kencang demokratisasi global (ditandai oleh besarnya tuntutan

warga untuk menegakkan demokrasi) berhasil melakukan dua hal

yang saling berkaltan di Indonesia: Pertama, arus demokratisasi
berhasil memukul runtuh pllar-pilar penyokong Orde Baru (di

antaranya konstelasi politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

[ABRI], Blrokrasi, Golkar); dan kedua, arus yang sama,

menghidupkan kembali sendi-sendi masyarakat Indonesia yang

sudah telanjur 'beku' dan 'kaku' selama 32 tahun rejim otoritarian

Soeharto (antara lain ditandai oleh munculnya ratusan partai politik

di masyarakat). Proses-proses yang dinamakan kemudian dengan

istilah reformasi, itulah yang melahirkan kebijakan-kebijakan seperti

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (sebanyak empat kali),

Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah, Pemilihan

Umum Langsung, Undang - Undang Anti-Diskriminasi, desakralisasi

isu SARA (Suku, Ras dan Antar Golongan), dan Iain-Iain, termasuk

pelaksanaan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan yang

terjadi di era sekarang (Era Reformasi).

Pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara paska

Orde Baru, menurut sebuah catatan (Wikipedia), dimulai dengan

lahirnya Kabupaten Mandailing Natal (hasil pemekaran dari

Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kabupaten Toba Samosir (hasil
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pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara), masing-masing pada
tanggal 23 November 1998; tidak lama setelah Preslden Soeharto

mudur (/engser) dari jabatannya 21 Mel 1998. Selepas itu, sama

seperti di provinsi lain, berlahlran kabupaten-kabupaten dan kota-

kota baru iainnya sebagai has!! pemekaran, balk yang mekar dari

"kabupaten induk" maupun yang mekar dari kabupaten hasil

pemekaran, seperti Kabupaten Toba Samosir dari induk Kabupaten

Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir dari 'induk-muda"

Kabupaten Toba Samosir. Daftar selengkapnya tertera dalam tabel

berikut:

Tabel 1:

DAFTAR KABUPATEN/KOTA HASIL PEiyiEKARAN
DI SUMATERA UTARA '

NO NAMA KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TAHUN

HASIL PEMEKARAN INDUK PEMBENTUKAN

1. Kabupaten Mandalling Natal Tapanuli Selatan 23 November 1998

2. Kabupaten Toba Samosir Tapanuli Utara 23 November 1998

3, Kota Padang SIdimpuan Tapanuli Selatan 21 Juni 2001

4. Kabupaten Pakpak Bharat Dairi 25 Februari 2003

5. Kabupaten Nias Selatan Nias 25 Februari 2003

6. Kabupaten Humbang
Hasundutan

Tapanuli Utara 25 Februari 2003

7. Kabupaten Serdang Bedagai Deli Serdang 18 Desember 2003

8. Kabupaten Samosir Toba Samosir 18 Desember 2003

9. Kabupaten Batubara Asahan 2 Januari 2007

10. Kabupaten Padang Lawas Tapanuli Selatan 17 Juli 2007

11. Kabupaten Padang Lawas
Utara

Tapanuli Selatan 17 Juli 2007

12. Kabupaten Labuhan Batu
Utara

Labuhan Batu 24 Juni 2008

13. Kabupaten Labutian Batu
Selatan

Labuhan Batu 24 Juni 2008

14. Kota Gunung Sitoli Nias 29 Oktober 2008

15. Kabupaten Nias Barat Nias 29 Oktober 2008

16. Kabupaten Nias Utara Nias 29 Oktober 2008

Sumber: Pemekaran Daerah, Wikipedia.
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Ada 16 Kabupaten/kota di Sumatera Utara lahir dalam kurun

waktu 10 tahun paska Orde Baru. Lahirnya ke-16 kabupaten kota itu

membuat jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara kini

sebanyak 33 buah, terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota.
Sebetulnya, jumlah daerah-daerah otonom itu masih bisa lebih
banyak lagi bila kelak wacana yang ada sekarang tentang

pemekaran Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kota Medan

dan Kabupaten Langkat jadi terealisasi. Kaiau wacana itu

diperhitungkan maka jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Utara bisa mungkin mencapai 40 buah atau lebih. Hal ini cukup

menakjubkan bila dibandingkan dengan keadaan di Sumatera Utara

masa Orde Baru yang selama 32 tahun nyaris tidak mengalami

pemekaran dan sama sekali tidak ada tuntutan yang berarti

mengenai hal itu. Warganya tenang, seakan-akan tidak memiliki

dinamika politik, dibandingkan Aceh tetangga terdekatnya yang terus

menggelegak karena sebahagian warganya semenjak pertengahan

dasawarsa 70-an (Deklarasi Aceh Merdeka) menuntut untuk

memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sekarang baru diketahui

bahwa ternyata dinamika politik warga Sumatera Utara pun cukup

tinggi. Selama ini dinamika itu terpendam dan kini, setelah reformasi,

warga Sumatera Utara meluapkan energi politiknya yang besar itu

melalui jalur politik-hukum formal, pemekaran wilayah.

Dinamika politik pemekaran wilayah di Sumatera Utara,

sebagaimana berjalan akhir-akhir ini, ternyata tidak hanya bergerak

pada level pembentukan daerah-daerah otonom (kabupaten/kota).

Di Sumatera Utara juga ada upaya pembentukan provinsi. Upaya

yang sudah dirintis, dan bahkan sudah menelan korban,

5
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meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Abdul Azis Angkat,
akibat suatu demonstrasi yang cukup brutal dari massa pendukung
pembentukan Propinsi dimaksud (3/2/09) adalah Propinsi Tapanuli
(Protap). Menurut amatan pelbagai pihak sementara in! bahwa

pembentukan-pembentukan kabupaten/kota (baca: pemekaran)
yang cukup berbilang tadi pun sebenarnya justeru (sebagian) akan
bermuara atau ada kaitannya dengan cita-cita pembentukan provinsi
baru (lepas dari Sumatera Utara)\

Suatu provinsi dapat dibentuk atau dimekarkan, antara lain,
bila bakal calon provinsi itu sedikitnya didukung oleh 5
kabupaten/kota yang ada. Penggagas Provinsi Tapanuli. misalnya.
mereka sudah memperhitungkan hal itu sebelumnya sehingga
wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pun dibelah-belah lebih dahulu.

Mulanya dibelah tiga. lalu ditambah satu lagi menjadi empat
kabupaten. Inilah kabupaten-kabupaten yang dipersiapkan dan

dipastikan mendukung Protap: (1). Kabupaten Tapanuli Utara, (2).

Kabupaten Humbang Hasundutan. (3). Kabupaten Toba Samosir,

dan (4). Kabupaten Samosir. Kelompok penggagas Protap berharap

Kabupaten Tapanuli Tengah. Kota Sibolga. bahkan Kabupaten Dairi

dan Pakpak Bharat serta Nias akan ikut bergabung di dalamnya.

Namun kenyataan tidak demikian. Pemerintahan masing-masing

kabupaten yang disebutkan terakhir mempunyai pemikiran lain.

Kabupaten Tapanuli Selatan berikut pecahan-pecahannya
%

Kabupaten Mandailing Natal. Kota Padangsidimpuan, Kabupaten

' Lihat Zuska & Agustrisno (2010: 73)
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Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara dipastikan tidak

akan mungkin bergabung dengan Protap karena hubungan kedua

puak di wilayah Tapanuli ini, Par Utara dan Par Selatan, sudah sejak

lama berseteru (Harahap 2008). Oleh sebab itu konon gugusan 5

buah kabupaten/kota yang sudah terbentuk di 'kelompok Selatan' ini

pun telah bersiap-siap mendirikan provinsi sendiri manakala Propinsi

Tapanuli kelak berdiri. Hal serupa dilakukan oleh 'kelompok'

Labuhan Batu, meskipun kelompok ini baru menyiapkan 3

Kabupaten, yaitu: Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan

Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. "Kelompok" Nias

juga berkemungkinan sedang melakukan persiapan serupa,

mendirikan provinsi tersendiri. Gugusan ini malahan sudah lebih siap

karena Kabupaten Nias saat ini telah mekar menjadi 5

Kabupaten/Kota: (1). Kabupaten Nias, (2). Kota Gunung Sitoli, (3).

Kabupaten Nias Selatan, (4). Kabupaten Nias Utara dan (5).

Kabupaten Nias Barat.

Pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota maupun

wacana atau isu pemekaran Provinsi di Sumatera Utara, seperti

terlihat di atas, menggambarkan relasi-relasi etnisitas, dan itu adalah

refleksi kultural; menyangkut gagasan, nilai-nilai, pandangan dan

atau stereotip antar kelompok-kelompok etnis yang secara historis

mengklaim sesuatu wilayah sebagai tanah leluhurnya dan secara

demografis kelompok tersebut adalah mayoritas di wilayah

bersangkutan, sehingga hal itu ikut terbawa masuk dalam kancah

politik-hukum pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara.

Penelitian ini berpusat pada isu kultural atau dapat juga dikatakan

budaya politik {political culture) yang 'bekerja' dalam proses-proses

7
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pemekaran wilayah pemerintahan di Sumatera Utara, khususnya
kasus pemekaran Kabupaten Asahan menjadi dua kabupaten, yaitu
Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara yang terealisasi pada
tahun 2007,

II. Etnisitas, Politik Etnisltas, dan Pemekaran

Pustaka yang membahas dan menerangkan ekspresi dan refleksi
kultural di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam relasi
etnisitas (kesukubangsaan). sudah banyak beredar. Dari sana kita

dapat belajar bahwa relasi etnisitas itu ternyata bisa dalam keadaan

tegang dan dianalogikan seperti "api dalam sekam": menyala di

dalam tetapi tidak kelihatan di permukaan. Di permukaan tenang-
tenang saja tetapi sesewaktu api yang 'ada di dalam' hubungan itu

dapat membesar dan membakar segalanya. Pertanyaannya
sekarang, apa yang menyebabkan hubungan antar sukubangsa itu

ber-api?

Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Untuk menjawab

pertanyaan itu kita memerlukan konsep-konsep dan teori-teori.

Sebab itu kita perlu merujuk antara lain Harold R. Isaacs (1993

[1974]) tentang apa yang disebutnya Rumah Muumbi. Istilah ini

diambilnya dari suku Kikuyu di Kenya. Orang Kikuyu di Kenya

rupanya bersumpah setiap tahun guna meredakan ketegangan antar

suku di sana. Dalam sumpahnya mereka berikrar: "Aku tidak akan

meninggalkan Rumah Muumbi". Muumbi. kata Isaacs, adalah
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seorang leluhur. Rumahnya merupakan rahim ibu tempat semua

orang Kikuyu dikandung dan dilahirkan, dan tempat semua orang

Kikuyu dibesarkan. Dengan sumpati itu, terang Isaacs selanjutnya,

setiap (orang) dari suku itu menyatakan loyalitas mereka kepada
suku, lebih daripada segalanya.

Selanjutnya Isaacs menegaskan bahwa:

"Tldak hanya di Kenya, namun di mana-mana di seluruh bum!
in! terdapat Muumbi, nenek moyang yang mengilhami rumah-
rumah semacam itu. Masyarakat yang hidup di dalamnya
tergabung lebih akrab dan lebih bersatu daripada
sebelumnya. Mereka yang pergi ke tempat-tempat yang lain
untuk melihat kehidupan lain di dunia ini, akan kembaii
pulang. Yang lain yang masih mencari tempat lain yang lebih
terbuka untuk didiami kemudian menghentikan niatnya,
karena tidak yakin ke mana mereka akan pergi. Di mana-
mana rumah Muumbi yang mulai runtuh, dipugar kembaii atau
dibangun rumah-rumah yang baru" (Isaacs 1993: 2).

Intinya adalah bahwa pada diri setiap warga suatu kelompok suku-

bangsa {ethnic group) ada sesuatu yang membuatnya terikat dan

keterikatan terhadap sesuatu itu sepertinya tidak bisa lepas/putus.

Ke mana pun seseorang itu pergi, 'sesuatu' yang dikatakan dengan

Rumah Muumbi tadi, tetap memanggilnya pulang, karena tidak bisa

dipungkiri orang itu juga rindu kepadanya. Oleh orang Kikuyu, kata

Isaacs, sesuatu yang mengikat, membuat akrab dan membuat rindu

macam itu dinamakan Rumah Muumbi.

Gejala macam inilah mungkin yang oleh Clifford Geertz dinamakan

primordial atau, lebih tepat lagi primordial attachments (ikatan-ikatan

primordial); suatu ikatan yang berasal dari "unsur-unsur bawaan"

(g/Vens) seperti misalnya: hubungan kekerabatan, dan juga keadaan
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bawaan karena terlahir dalam komunitas agama tertentu, bertutur
dengan bahasa tertentu, diaiek bahasa tertentu. bahkan mengikuti
praktik-praktik sosial tertentu. Inipun, kata Geertz lebih lanjut,
mempunyai kekuatan memaksa yang tak terperikan dan terkadang
terlalu kuat. These congruities of blood, speech, custom and so on,
are seen to have an ineffable, and at times overpowering,
coerciveness in and of themselves" (Geertz 1973: 259).
Geertz mengakui bahwa memang kekuatan dari ikatan-ikatan

primordial itu bervariasi keadaannya, seperti berikut:

"The general strength of such primordial bonds, and
the types of them that are important, differ from
person to person, from society to society, and from
time to time. But for virtually every person, in every
society, at almost ail times, some attachments seem
to flow more from a sense of natural —some would
say spiritual affinity than from social interaction".

Artinya adalah bahwa dapat saja pada suatu masyarakat, pada

suatu waktu, ikatan-ikatan primordial tidak terlalu kuat 'memanggil'

seseorang untuk mewujudkan rumah Muumbi yang dirasa mulai

rapuh. Akan tetapi di saat yang lain, panggilan tersebut terasa begitu

kuat. Inilah barangkali yang menjadi alasan mengapa pemekaran-

pemekaran wilayah pemerintahan akhir-akhir ini bergerak begitu

kencang: saatnya Rumah Muumbi memanggil warganya untuk

membangun Rumah Mumbi yang 'dianggap' hampir roboh, atau

sebaliknya, untuk dengan sengaja membangun dan memperkuat

Rumah Muumbi yang sudah ada untuk menancapkan dominasi yang

lebih kokoh.
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Macam-macam hal dapat memicu 'bergerak atau terusiknya

sentimen-sentimen primordial untuk tujuan yang lebih politis macam

itu. Menurut Stanley J. Tambiah (1994: 436) hal itu (baca:

politicization of ethnicity) terjadi karena pengalaman di negara-

negara baru dalam menangani 'orang banyak*, itu telah
menyebabkan timbulnya kesadaran akan identitas etnis {conscious

of ethnic identity) yang mana kemudian kesadaran tersebut

digerakkan (energized) sebagai kolektivitas-kelektivitas untuk

dilibatkan dalam tindakan politik. Kesadaran bahwa identitas etnis

kolektif itu dapat dimanfaatkan dan dimanipulasi dalam tindakan

politik, tambah Tambiah, "itu tentu saja terkait dengan peningkatan

kesempatan berkontak yang dikarenakan oleh perbaikan transport;

adopsi dan pemanfaatan media modern yang cepat; tingkat

pendidikan dan meiek huruf yang meningkat serta persebaran luas

apa yang dinamakan Benedict Anderson 'print capitalism'".

Penjelasan lain, kata Tambiah, terletak pada perkembangbiakan dan

popularisasi teater-teater jalanan dan arena-arena publik;

pengumpulan massa dalam jumlah besar secara berkala, mulai dari

relli-relli politik, pemilihan umum dan referendum hingga pemogokan,

demonstrasi, sit-ins, dan protes massa. Kemudian, faktor signifikan

lain, ungkap Tambiah, adalah proliferasi sekolah-sekolah, colleges,

dan universitas-universitas, yang seperti pernah dialami pabrik-

pabrik dalam pembangunan industri, hal tersebut menyediakan

tempat untuk mobilisasi dan pengumpulan aktivis-aktivis untuk

terlibat dalam tindakan politik.
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Kaitannya dengan politisasi etnisitas adalah bahwa negara. di mana
pun saat ini berada, seperti dikemukakan Glazer & Moynihan
(Tambiah 1994: 436), "telah menjadi wasit yang langsung dan krusial
mengenai kesejateraan ekonomi, dan juga mengenai status politik
dan apapun yang mengalir dari itu". Di lain pihak nagara-nagara,
baik kapitalis, sosialis maupun nagara sadang barkambang yang
berkomitmen pada kesajahtaraan, manurut Tambiah, mambari

secara khusus respon terhadap klaim-klain atnis. Ada saat-saat yang
disadiakan bagi anggota-anggota kalompok atnis atau yang sama
saparti itu, untuk mamobilisasi dan mambuat klaim atas nama

kalompok, guna mandapatkan kauntungan dari konsasi yang dibuat.
Stratagi atnisitas mambuat klaim atas sumbardaya milik nagara
inilah, tak bisa dialakkan, kamudian mamparkuat dan

mampartahankan ethnic politicel mdchinery', sabab dia marupakan

panyalur dari tindakan-tindakan afirmatif atau pandistribusian

bantuan. Bahkan sasuai pangalaman di India, Sri Lanka dan

Malaysia, bahwa tuntutan-tuntutan politik pun dibuat atas dasar

afiliasi atnis (Tambiah 1994:437). Olah sabab itu jikalau ada

kelompok-kelompok yang tak baruntung, dalam arti tak marasa

adanya 'kesetaraan hasil' {equality of results) dari apa yang

diberikan/ diperoleh dari apa yang disadiakan nagara, maka hal itu

bisa mendorong kompatisi atau konflik atnik yang labih tarbuka,

termasuk pemekaran.

Myrna Eindhoven (2007), dalam kajiannya atas pamakaran

Kepulauan Mentawai dari Kabupaten Padang Pariaman, dangan

sangat jelas menunjukkan batapa unsur parbadaan atau parsalisihan
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etnisitas, terutama budaya dan agama, itu bekerja sangat kuat

dalam proses pemekaran atau pelepasan Kepulauan Mentawai dari

Kabupaten Pariaman. Hal dimaksud teriihat, misainya, dari

pernyataan ini:

"Local elites have been able to take over the
political power from the mainland MInangkabau who
had been ruling the archipelago for decades. The
Mentawalans were euphoric now that they finally
saw themselves freed from their 'colonization' by the
significantly different - in cultural as well as religious
senses - mainland MInangkabau".

Pernyatan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Orang Mentawai,

secara emosional, tidak berterima dengan kehadiran kekuasaan

orang MInangkabau memlmpin wllayah mereka (Mentawai) yang

sudah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan orang

Mentawai menganggap MInangkabau yang berbeda secara

signlfikan dengan mereka —dalam budaya maupun rellg'— Itu

sebagai penjajah {colonializer) yang harus dienyahkan dari negeri

leluhur mereka.

Segl lain yang juga perlu kita perhatikan mengenal kesukuan

(etnisitas) Ini adalah soal relasi dengan 'yang lain' (others). Kajian

arkeologis tentang etnisitas pun menunjukkan bahwa etnisitas, sama

dengan pandangan zaman sekarang, Itu adalah sebuah konstuk

yang dibentuk secara subjektif dan dinamlk melalui Interaksl dengan

kelompok etnik lain:
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"  ethnicity as a subjective, dynamic construct that is
shaped through interaction with an ethnic 'other'"
ethnic identities cannot be studied in isolation from other
forms of identity. ethnic identity is often related to
questions of power, religion, law, class and gender.
Ethnicity may be expressed through language, material
culture or social practices" (Ton Derks & Nico Rovmans
2009:1).

Oleh sebab itu maka tidak mengherankan kalau kemudian relasi

antar etnik tidak hanya menghasilkan konstruk etnisitas, tetapi juga
stereotype. Berikut kalimat yang kami kutip dari Zhang Jijiao
(2009:177).

"Stereotypes are generalizations about a group of people,
whereby a defined set of characteristics is attributed to it.
The attendant classifications can be positive or negative,
such as when various nationalities are classihed as
friendly or unfriendly (Hilton and Fein 1989). Trans-ethnic
communication always begins with certain 'stereotypes'.
When people from different ethnicities come into contact
with each other for the first time, they usually tend to
classify the others in the group to which they belong and to
judge their character according to stereotype"

Jijiao menambahkan lagi bahwa stereotip tidak hanya digunakan

untuk mengkalsifikasi dan mengadili kelompok lain dengan sesuatu

yang positip atau negatip, tetapi juga bekerja saat menentukan kalah

menangnya dua kelompok etnik yang berkompetisi atas sesuatu hal.

"Careful analysis suggests that in many cases, we cannot
simply say who suffered losses or who gained unfair
advantages from the relations between two ethnic groups.
Perceptions of loss and unfair gain are often closely
related to established stereotypes" (p. 178).
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